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Nomor : 609/PM.00.02/K.SS-16/11/2024                  Palembang, 23 November 2024  

Sifat : Penting 

Lampiran : 1 (Satu) 

Berkas Hal : Instruksi 

Kepada Yth. 

Ketua Panwaslu Kecamatan 

di - 

Palembang 

I. Dasar Hukum 

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

C. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 

D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309); 

E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  
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2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2024 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan 

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 636); 

F. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organsisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 

G. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata 

Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata 

Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); 

H. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 709); 

I.   Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota juncto Surat Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang 

Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 

PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan 

Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

J.    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta  
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Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

K. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan 

Wakil Walikota; 

L.    Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemasangan atribut 

publikasi individu, partai politik, calon peserta pemilihan umum, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi lainnya; 

II. Instruksi 

Berdasarkan ketentuan hukum pada angka romawi I, terutama berdasarkan ketentuan 

dalam pasal 8 huruf c, pasal 9 huruf c, pasar 10 huruf c, pasal 11 huruf b, dan pasal 13 

ayat (2) huruf c eraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota juncto Surat Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang 

Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 

PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan 

Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Walikota 

Palembang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemasangan atribut publikasi individu, 

partai politik, calon peserta pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan, organisasi 

profesi, dan organisasi lainnya pasal 20 dan pasal 24, Bawaslu Kota Palembang 

memberikan instruksi sebagai berikut:  

1. Menyampaikan surat imbauan kepada PPK untuk melakukan pembersihan Alat 

Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara 

berkoordinasi dengan: 

a). Tim Pemenangan Pasangan Calon di masing-masing kecamatan; 

b). Partai Politik Pengusung dan/atau Pendukung Pasangan Calon Walikota dan 

Wakil Walikota Palembang; 

c). Panwaslu Kecamatan; 

d). Pemerintah daerah dalam hal ini Camat dan Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Kecamatan 

2. Menyampaikan surat imbauan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon di 

masing-masing Kecamatan untuk melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye  
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paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara; 

3. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan ada masa tenang dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Walikota dan Wakil Walikota 

Palembang Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024; 

4. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli 

Pengawasan Masa Tenang, pengawas Pemilihan mengisi Formulir Hasil 

Pengawasan (Formulir A) dan mengunggah data pelaporan alat kerja hasil patroli 

pengawasan masa tenang paling lambat tanggal 26 November 2024 pukul 16.00 

WIB, melalui link berikut: https://s.id/Alat_Kerja_Hasil_Patroli.  

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

 

 

 
KETUA, 

 
 
 
 

 
KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG, S.Sos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tembusan 

-Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 

-Arsip 
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